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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa pola pemberian advokasi oleh YLKI Provinsi Gorontalo terhadap 

perlindungan konsumen dapat dilakukan di dalam maupun di luar 

pengadilan. Kegiatan ini ada hubungannya dengan kegiatan membela, 

memajukan, bahkan mengubah tatanan dengan menggunakan jalur 

pengadilan (litigasi) dan dan di luar pengadilan (non litigasi). 

Selanjutnya bahwa tugas YLKI provinsi gorontalo yang dapat 

dikategorikan sebagai advokasi litigasi adalah membantu konsumen 

memperjuangkan haknya dengan cara beracara di pengadilan. Bentuk 

kegiatan advokasi hukum di dalam pengadilan setidaknya melalui gugatan 

perdata dan pidana, gugatan class action, upaya legal standing dan judicial 

review. 

2. Bahwa kendala apa yang dihadapi YLKI provinsi gorontalo dalam 

memberikan perlindungan konsumen melalui pola advokasi secara patut 

antara lain adalah kurangnya dana, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) 

YKLI yang relatif sedikit dengan tugas yang diembannya, serta kurang pro 
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aktifnya pemerintah dalam turut serta membantu konsumen yang 

dirugikan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah: 

1. Perlu kiranya penambahan anggota YLKI provinsi gorontalo guna 

peningkatan kinerja YLKI. Namun penambahan anggota juga harus 

diimbangi dengan kualitas dari anggota tersebut misalnya anggota yang 

mempunyai keahlian dibidang advokasi. Selain itu perlu ditingkatkan lagi 

kerjasama dan kordinasi antara YLKI dengan pemerintah provinsi dan 

kab/kota. 

2. Pemerintah diharapkan lebih proaktif memberikan bentuk perlindungan 

kepada konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya 

dengan advokasi dan mediasi, termasuk menerima keluhan atau 

pengaduan konsumen. 
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